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ABSTRAK

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang- undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dalam
melakukan tugas penyidikan, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan tindakan
yang memungkinkan diselesaikannya proses penyidikan. Untuk mengetahui lebih
mendalam upaya apa yang dilakukan penyidik dalam menangani kasus tindak pidana
narkotika perlu dibuktikan melalui kegiatan penelitian. Permasalahan yang dikaji di
dalam penelitian ini adalah: Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik Polda
DIY dalam menangani kasus tindak pidana narkotika di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk
mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polda DIY dalam
menangani kasus tindak pidana narkotika di Ditres Narkoba.

Penyusunan Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam
penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Ditres Narkoba Polda DIY, Alat dan teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observas,
dokumentasi dan studi kepustakaan. Adapun sifat penelitian ini yaitu deskriptif
analitis yang terdiri dari empat langkah yaitu pengumpulan data, reduks data,
penyajian data dan kesimpulan data. Prosedur penelitian ini dibagi dalam empat tahap
yaitu, tahap sebelum kelapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data dan
tahap penulisan laporan.

Adapun hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bagaimana upaya
yang dilakukan Ditres Narkotika Polda DI'Y dalam menanggulangi penyalahgunaan
narkotika adalah: (1) Upaya pencegahan melalui upaya preventif, (2) Upaya
penanggulangan melalui upaya represif. Adapun saran dari hasil penelitian ini
ditujukan bagi semua pihak, terutama bagi Penyidik Ditres Narkoba Polda DIY di
dalam menjalankan upayanya dalam menangani kasus tindak pidana narkotika harus
meningkatkan kerjasama dengan masyarakat. Masyarakat, diharapkan dapat
meningkatkan kerjasama dengan pihak Kepolisian NKRI dalam menangani kasus
tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Y ogyakarta.

Kata Kunci : Penyidik, Tindak Pidana Narkotika, PoldaDIY
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Peredaran narkotika di Indonesia tampaknya semakin marak. Saat ini,
narkotika tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat di kota besar, tapi
bagi masyarakat pedesaan pun narkotika tidak lagi menjadi barang langka.
[ronisnya, tidak hanya di kalangan dewasa sgja narkotika begitu dikenal dan
dikonsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak di bawah umur pun juga
sudah mengenal barang haram tersebut. Masalah narkotika adalah masalah
nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak
negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Tren perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini
menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil andisis Polri atas
tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis
ekonomi yang melanda hampir semua daerah di republik ini. Dengan kejadian
ini, para produsen, distributor dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk
memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyal ahgunaan
narkoba’.

Permasalahan yang menonjol saat ini adalah terjadi beberapa kasus di
Indonesia sekarang ini telah dijadikan tempat pemasaran. Bahkan dijadikan

sebagal produsen untuk jenis narkotika. Bila hal ini tidak ditanggulangi, akan

'0.C Kaligis & Associates, Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia, Cetakan ke-2 (PT.
Alumni Bandung, 2007), him.vii.



dapatmengancam kehidupan bangsa dan Negara, dalam permasalahan
tersebut maka sangat diperlukan adanya tindakan para aparat penegak hukum
untuk menanggulangi dan memberantas peredaran gelap dan penyal ahgunaan
narkotika di Indonesia. Diantara aparat penegak hukum yang juga
mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana narkotika ialah
penyidik, dalam hal ini adalah penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan
mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana
narkotika.

Wilayah Daerah Istimewa Y ogyakarta termasuk pasar peredaran gelap
narkotika terbesar, mahasiswa menjadi salah satu sasaran potensial para
pengedar. Data Dit. Resnarkoba Polda DIY menyebutkan, selama kurun
waktu 3 bulan terakhir, sebanyak 36 pengedar dan pengguna narkoba
ditangkap. Pasanya dari jumlah tersebut, 13 orang masih berstatus
mahasiswa. Dit. Resnarkoba Polda DIY Kombes Pol. Andi Faran
mengatakan, pengedar narkotika baik ganja maupun sabu-sabu membidik
mahasiswayang tinggal di Y ogyakarta. Mahasiswa yang terlibat narkotikaini
berasal dari luar Yogyakarta yang tinggal di kos dan jauh dari pengawasan
orang tua, hal itulah yang menjadi penyebab mereka terjebak penyaahgunaan
narkotika, dari 36 tersangka yang tertangkap sebanyak 33 orang adalah
pengguna narkoba. Mereka ditangkap dengan beberapa kasus yang berbeda,

namun mayoritas para pelaku baru sgja menggelar pesta narkotika.Sementara



3 orang lainnya ialah pengedar yang merupakan sindikat jaringan Solo dan
Magelang.

Maraknya peredaran narkotika di Yogyakarta dibuktikan dengan
adanya data kasus dari Dit. Reserse Narkoba Polda D1Y. Data yang dimiliki
oleh Dit. Reserse Narkoba PoldaDIY adalah sebagai berikut:®

Tabel.1

Data K asus Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012- Februari 2015 Ditres
Narkoba Polda DIY

Jumlah Jumlah Jumlah kategori tersangka
No | Tahun
perkara Tersangka Pemakai Pengedar
1 2012 198 270 295 47
2 2013 214 330 334 144
3 2014 216 327 281 224

Data tersebut menunjukkan bahwa kasus tindak pidana narkotika setiap
tahunnya semakin meningkat. Meningkatnya kasus tindak pidana narkotika
harus segera ditanggulangi dengan tepat oleh aparat penegak hukum yang
berwenang. Aparat penegak hukum yang juga mempunya peran penting
terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah penyidik. Dalam hal ini
adalah penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu menyelesaikan
kasus tindak pidana narkotikadengan cara melakukan permufakatan jahat
tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan/menyediakan

narkotikasebagaimana telah tercantum dalam UU Narkotika No. 35 Tahun

http://www.jogja.polri.go.id/diakses pada tanggal 13- Maret- 2015

% Datarekapitulasi kasus narkotika dari tahun 2012-2014 Ditres Narkoba Polda DI'Y



2009. Situasi yang demikian ini telah mendorong Institusi Kepolisian
meningkatkan gerakan perang melawan narkotika yang melibatkan seluruh
lapisan masyarakat. Di sisi lain, secara organisatoris juga terjadi peningkatan
upayarupaya penindakan yang dilakukan jajaran kepolisian dengan
melibatkan seluruh potensi yang dimiliki, serta berbagai strategi dalam upaya
menindak tegas pelaku kejahatan narkotika

Memperhatikan permasalahan di atas nampak jelas bahwa ada beberapa
kasus yang menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran bahkan
dijadikan sebagai produsen narkotika dan makin pesatnya peredaran
narkotika serta penyalahgunaan terhadap barang haram tersebut. Keadaan
tersebut di atas yang menarik penulis untuk mengangkat permasalahan
bagaimana kewenangan penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana
narkotika dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam
menanggulangi tindak pidana narkotika yang semakin marak.

Berdasarkan uraian diatas penyusun tertarik untuk mengadakan
penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul:
"UPAYA PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS TINDAK

PIDANA NARKOTIKA(Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)”

B. Rumusan Masalah
Untuk mempermudah dan membatasi permasalahan  ketika
dilaksanakannya penelitian maka disusunlah rumusan masalah, dan

berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan masalah



yaitu bagaimana upaya penyidik dalam menanganikasus tindak pidana

narkotika di Polda Daerah Istimewa Y ogyakarta?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahuiupayapenyidik dalam
menangani kasus tindak pidana narkotika di Polda Daerah Istimewa

Y ogyakarta.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalahmaka penulis dapat mengambil manfaat
dari proses dan hasil penelitian yang akan dilakukan berhubungan dengan
upaya penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkotika. Manfaat
tersebut yaitu:
a Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat
memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan
ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informas mengenal
upaya-upaya penyidik dalam menangani kasusu tindak pidana narkotika, serta
menjadi tambahan literature atau bahan informasi ilmiah yang dapat
dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya
yang berkaitan dengan permasalahan penanganan penyidik terhadap kasus

tindak pidana narkotika oleh Ditres narkoba PoldaDIY .



b. Manfaat Praktis

Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para
pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah dalam
menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan upaya-upaya yang dilakukan

penyidik dalam menangani kasusu tindak pidana narkotika.

E. Telaah Pustaka

Untuk  membedakan  penelitian  ini dengan  penelitian-
penelitiansebelumnya, maka perlu melakukan telaah pustaka.Penulismengkaji
terhadap beberapa pustaka terdahulu yang relevan dan membedakannya
dengan topik yang akan diteliti. Di bawah ini adalah beberapa penelitian
tersebut:

Ainur Rizgi Kurniawati, dalam skripsinya yang berjudul, “Penggalian
Keterangan oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Narkotika’, membawa
kepada kesimpulan bahwa dalam penyidikan terdapat peningkatan kemampuan
penyidikan oleh kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap
tindak pidana narkotika melebihi dari undang-undang yang telah ada. *
Sedangkan penelitian yang akan penyusun teliti adalah bagaimana upaya-
upaya yang dilakukan penyidik di polda DIY untuk menangani kasus tindak
pidana narkotika.

Sdlanjunya skripsi dari  Agustin  Sonya Maria yang berjudul

“Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Segi Hukum Pidana’, membahas

4 Kurniawati Ainur Rizqi,“Penggalian Keterangan oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana
Narkotika’ ,Skripsi,(Y ogyakarta: Fakultas Hukum UPN Veteran, 2010).



tentang penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari
segi hukum pidana dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat
penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyaahgunaan
narkotika.°Sedangkan penelitian yang akan penyusun teliti adalah bagaimana
upaya penyidik di Polda DIY untuk menangani kasus tindak pidana
narkotika.

SelanjutnyaAgus Purwantodalam skripsi yangberjudul
“PenyalahgunaanNarkotika ditinjau dari Segi Hukum Pidana dan Upaya
Rehabilitasnya (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)”,membahas
tentang peranan hukum narkotika terhadap pengguna zat-zat narkotika serta
kendala dalam upaya merehabilitasi penyalahgunaan narkotika.® Sedangkan
penelitian yang akan penyusun teliti adalah bagaimana upaya penyidik di
PoldaDI1Y dalam menangani kasus tindak pidana narkotika.

Selanjutnya Nurliza Nechi Putri dalam skripsinya yang berjudul
“Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak dalam Kasus Narkotika
dan Psikotropika (Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)”, yang
membahas tentang pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak
pelaku tindak pidana narkotika dan Psikotropika di Polda DIY yang telah
sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU no. 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak dengan digabungkan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas

Agustin Sonya Maria,“Penyalahgunaan Narkotika di tinjau dari Segi Hukum Pidana’,
Skripsi,(Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: Y ogyakarta, 2010).

SAgus Purwanto, “Penyalahgunaan Narkotika di Tinjau dari Segi Hukum Pidana dan
Upaya Rehabilitasnya’ ,Skripsi, (Y ogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Janabadra, 2004).



Polisi sebagaimanadalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.” Hasil
penelitian ini jelas berbeda dengan yang akan penyusun teliti yakni
penyidikan yang berfokus kepada proses penyidik dalam menangani kasus
narkotika.

Selanjutnya Ade Saputra dalam skripsinya yang berjudul “Proses
Peyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi
Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY)”,yang membahas tentang
proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika
di Polda DIY .2 Hasil penelitian ini jelas berbeda dengan yang akan penyusun
teliti yakni bagaimana upaya penyidik di Polda DIY dalam menangani kasus

tindak pidana narkotika.

F. Kerangka Teoretik
Peran penegak hukum (penyidik Polri) dalam arti fungsi dan maknanya
merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Ada 4 (empat) fungsi sistem
hukum menurut Friedman, yaitu:®
a Fungs kontrol sosia (social control). Menurut Donald Black bahwa

semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosia dari pemerintah.

"Nurliza Neci Putri, “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak dalam Kasus
Narkotika dan Psikotropika (Studi di Poda Daerah Istimewa Y ogyakarta)”,Skripsi, (Yogyakarta
:UIN Sunan kalijaga, 2013).

8Ade Saputra, “Proses Peyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY)”,Skripsi, (Yogyakarta: UIN
Sunan kalijaga, 2013).

9 Lawrence M. Friedman, Sitem Hukum Perspektif llmu Sosial, (Bandung: Nusa Media,
2013), him. 21.



b. Berfungs sebagai cara penyelesaian sengketa (dispute stlement) dan
konflik (conflict). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian
yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (micro).
Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan
konflik.

c. Fungsi retribusi atau fungsi rekayasa sosial (retribution function and social
engineering function). Fungsi ini mengarahkan pada penggunaan hukum
untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh
pemerintah.

d. Fungs pemeliharaan sosial (social maintenance function). Fungs ini
berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai

dengan aturan mainnya (rule of the game).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan
hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai
dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap
atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingka (frame-work) yang
ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.*

1. Teori Pembuktian

Dalam kosa kata bahasa Inggris, ada dua kata yang sama-sama
diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sebagai “bukti”, namun sebenarnya
kedua kata tersebut memiliki perbedaan yang cukup prinsip. Pertama adaah

kata “evidence” dan yang kedua adalah kata “proof” . kata evidence memiliki

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana.(Jakarta:
Kencana, 2007), him. 149.
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arti, yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu

keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar.

Sementara itu, proof adalah satu kata dengan berbagai arti.**Ada beberapa

teori sistem pembuktian dalam acara pidana dengan berbagai kelebihan dan

kekurangannya yang dapat membuka wawasan untuk mencari kebenaran.

Dalam Hukum Acara Pidana dikenal empat teori sistem pembuktian, yaitu:*?
a Teori Sistem Pembuktian “positief wettelijk” (positief wettelijk

bewijstheorie)

Menurut sistem ini, terbukti tidaknya suatu perbuatan yang
didakwakan adalah semata-mata disandarkan pada alat-alat bukti yang
diakui oleh undang-undang dan tidak dibutuhkan adanya keyakinan
hakim. A pabila sudah terdapat aat-alat bukti yang diakui undang-undang
dan telah dipergunakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka
hakim harus menjatuhkan putusan bahwa suatu perbuatan yang
didakwakan telah terbukti walaupun hakim yakin bahwa yang dianggap
terbukti tersebut tidak benar.

Sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhinnya alat-alat bukti dan
cara mempergunakan aat-alat bukti tersebut tidak sesuai dengan
ketentuan undang-undang, maka hakim harus membuktikan bahwa suatu
perbuatan yang didakwakan tidak terbukti meskipun hakim berkeyakinan

bahwa keadaan itu benar-benar terjadi.

85.

" Eddy Hiarigj, Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2012), him. 2.

12 Anang Priyanto, Hukum Acara Pidana Indonesia ,(Yogyakarta: Ombak, 2012), him.
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Sistem pembuktian  “positief  wettelijk ini  mempunyai
kecendrungan memberlakukan pemeriksaan perkara pidana secara
inquisitoir dan hakim hanya merupakan alat perlengkapan sgja. Namun
demikian sistem pembuktian ini mempunyai keuntungan bagi
penyelesaian perkara pidana ringan, karena mempercepat penyelesaian
perkara dan memudahkan hakim daam mengambil keputusan
dikarenakan kecilnya kemungkinan adannya kekeliruan.™

. Teori Sistem Pembuktian “convicion Intime”

Menurut sistem ini dasar pembuktiannya adalah pada keyakinan
hakim semata, artinya menyerahkan segala sesuatunya kepada keyakinan
hakim sagja tanpa mengindahkan alat-alat bukti yang ada atau tidak terikat
oleh suatu peraturan. Keyakinan hakim dalam menganggap telah terjadi
perbuatan pidana atau terbuktinya tindak pidana yang dilakukan tentunya
didasarkan pada alasan-alasan yang berdasarkan logika, hanya sgja hakim
tidak diwagjibkan menyebutkan aasan-alasan itu. Kalaupun hakim
menyebutkan alat bukti yang dia pakai, maka hakim dapat menggunakan
alat bukti apa sgja tidak terikat pada alat bukti yang ada dalam undang-
undang atau peraturan.**

. Teori Sistem Pembuktian “conviction raisonne”
Menurut sistem ini, pembuktian didasarkan atas keyakinan hakim

semata dan keyakinan hakim tersebut harus disertai dengan alasan-alasan

BIbid, him.89.

“Ibid,him. 86.
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yang tepat menurut logika. Hakim bebas mengemukakan alasan-alasan
yang logis dan tidak terikat pada aat-alat bukti yang ada dalam undang-
undang.’®
d. Teori Sistem Pembutian “negatief wettelijk” (negatief wettelijk
bewijstheorie)

Menurut sistem ini, dasar pembuktiannya ada pada keyakinan
hakim dengan aasan-alasan dan keyakinan hakim harus didasarkan pada
aat-alat bukti menurut ketentuan undang-undang. Jadi hakim terikat pada
alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang dan keyakinannya.
Meskipun dalam suatu perkara pidana sudah terdapat cukup bukti
menurut  ketentuan undang-undang, maka hakim belum dapat
menjatuhkan pidana atau hukuman sebelum hakim yakin akan kesalahan
terdakwa (negatief/wettelijk).*®

2. Pengertian Penyidik
a Penyidik
BerdasarkanPasal 1 ayat 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi
Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang
diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

penyidikan.

3. Wewenang Penyidik

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP, kewenangan penyidik ialah:

B1hid, him.87.
®1pid, him. 87.



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

13

Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya
tindak pidana

Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan
penyitaan

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

Mengambil sidik jari dan memotret seorang

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara

Mengadakan penghentian penyidikan

10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

jawab.

4. Pengertian Penyidikan

a  Penyidikan

Pengertian penyidikan seperti yang terkandung di dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana Pasal 1 ayat (2) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (13) memuat

pemahaman yang sama tentang penyidikan yaitu serangkaian tindakan
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penyidik dalam ha dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk
mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.

Penyidikan merupakan kelanjutan dari  penyelidikan.Jika
penyelidikan yang dicari dan berusaha ditemukan adalah peristiwanya,
sedangkan penyidikan yang dibuat terang adalah tindak pidana yang
terjadi dan menemukan siapa tersangkanya. Penyidikan dalam Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 81, 84,
85, 87, 88 dan 90.""Dalam sistem hukum Indonesia sesuai dengan Undang-
Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 6
Ayat (1) disebutkan bahwa penyidik adalah peabat Poliss Negara
Republik Indonesia dan pegjabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-Undang. Kemudian pada pasal 6 ayat (2)
syarat kepangkatan peabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan
diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Penyidik Polrididalam
menjalankan tugasnya serta untuk menjalankan kewajibannya diberi
wewenang tertentu.

Mengingat masalah narkotika sangat berbahaya bagi individu,
masyarakat dan negara maka wewenang penyidik  Polri
diperluas.Perluasan wewenang tersebut sangat diperlukan sekali untuk

menguak terjadinya tindak pidana di bidang narkotika dan psikotropika.

YHari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, (Bandung: Mandar
Maju, 2003), him. 148.



15

Wewenang tersebut bisa dikatakan sangat istimewa dan tidak terdapat

dalam peraturan perundang-undangan lain.*®

5. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang
dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dijelaskan dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ** Menurut
Undang-undang Narkotika dibagi menurut potenss  menyebabkan
ketergantungannya sebagai berikut:*

a) Narkotika golongan |, yakni berpotensi sangat tinggi menyebabkan
ketergantungan. Tidak digunakan untuk terapi. Contoh: Heroin, Kokain,
dan Ganja. Putaw adalah heroin tidak murni merupakan bubuk.

b) Narkotika golongan II, yakni berpotens tinggi menyebabkan
ketergantungan. Digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir.
Contoh: Morfin dan Petidin.

c) Narkotika golongan I, yakni berpotensi ringan menyebabkan

ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh : Kodean.

®Ibid., him. 193.
¥Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1
2 Tim Penyusunan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini, (Jakartaz Badan Narkotika Nasiona Republik
Indonesia, 2007), him. 28-29.
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G. Metode Penelitian

1. JenisPenelitian

Jenis pendlitian ini termasuk penelitian lapangan (field research)
adalah termasuk penelitian yang dilakukan langsung di Ditserse Narkoba
POLDA DIY, dimaksudkan agar pendliti dapat memperoleh informasi dan
data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga diharapkan pengguna
hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan

sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini.?

. Sifat Pendlitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni data yang diperoleh
seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis
dokumen, dan catatan lapangan tersebut akan diolah yang menghasilkan
andisis data berupa pemaparan mengenai upaya penyidik dalam
menangani kasus tindak pidana narkotika yang disgjikan dalam bentuk

uraian naratif.

. Subyek dan Obyek Pendlitian

Subyek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda,
ataupun lembaga. Subyek penelitian pada dasarnya adalah yang akan
dikenai kesimpulan hasil penelitian. Maka yang menjadi subyek dalam
pendlitian ini adalah Direktorat Reserse Narkoba di PoldaDIY .

Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka peneliti

didalam menentukan informannya tidak menetapkan berapa jumlah

52.

2Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, Graha Ilmu, Y ogyakarta, 2010, him,
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informan yang akandimintai data dan informasi, akan tetapi jumlahnya
dapat bertambah maupun berkurang sesuai dengan kebutuhan yang
dirasakan pada saat melaksanakan pendlitian. Jika data dianggap sudah
mencukupi maka tidak perlu menambah data dan informasi dari informan
yang baru.

Obyek penelitian adalah sifat dari suatu keadaan dari suatu benda,
orang atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian.

Oleh karena itu yang menjadi obyek penelitian ini adalah proses
dan upaya yang dilakukan penyelidik dalamn menangani kasus tindak
pidana narkotika, apakah sudah cukup untuk mencegah dan menyelesaikan
kasus tersebut.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer
Data primer yaitu data yang diperolehsecara langsung dari sumber
berupa hasil penelitian di Polda DIY yang dilaksanakan dengan
mengadakan observasi dan wawancara pada subyek penelitian.

b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini yang diperoleh tidak secara
langsung melainkan melalui perantara berupa data dan informasi yang
terdapat didalam buku-buku literatur, hasil penelitian terdahulu, jurna
dan sebagainya yang dilakukan dengan teknik studi pustaka sebagai

refrensi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.
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1) Sumber Hukum Primer:
a) UUD Tahun 1945
b) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Republik Indonesia
¢) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
d) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2) Sumber Hukum sekunder
Bahan hukum yang dapat menunjang sumber hukum primier dan
dapat membantu penulis dalam memahami sumber hukum primier
yang berupa literatur, Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku,
makalah, tulisan lepas, artikel dan lain-lain.
5. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antaralain:
a Studi Pustakasebelum dilakukannya penelitian langsung dilapangan
terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data dan informasi untuk
mencari permasalahan dalam hal prosedur penyidikan dalam kasus
tindak pidana narkoba. Setelah ditemukan permasalahan selanjutnya
dilakukan mengumpulkan berbagai literatur baik berupa buku maupun
karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan

diteliti.
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b. Observas
Setelah melaksanakan studi pustaka maka penelitian dilanjutkan
dengan pengamatan terhadap kegiatan yang dilaksanakan di Polda
Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya kegiatan penyidikan dalam
kasus tindak pidana narkoba.Observas lapangan ini dilakukan untuk
mendapatkan gambaran yang lebih jauh tentang upaya penyidik dalam
menangani kasus tindak pidana narkotika.

c. Wawancara
Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada sumber
informan yang telah ditetapkan sebagai subyek penelitian guna
mendapatkan data dan informasi sebanyak mungkin dengan
keakurasian yang tinggi untuk dijadikan bahan analisis.

d. Dokumentasi
Selain ketiga teknik diatas, pengumpulan data juga dilakukan dengan
teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data tertulis
tentang prosedur dan wewenang penyidikan dalam kasus tindak pidana
narkotika yang sudah ada dan upaya-upaya apa sgja yang dilakukan
penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkotika.

6. AndisisData
Andlisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan,

pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan
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memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan
dan mendukung pembuatan keputusan.?

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan lengkap, tahap
selanjutnya ialah melakukan analisa dataDalam menarik kesimpulan
menggunakan analis deduktif-kualitatif demi mendapatkan kesimpulan
yang bersifat khusus berdasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum
tanpa menggunakan perhitungan angka, melainkan menggunakan sumber
infformasi yang relevan hasil dari observas dan wawancara dengan

beberapa sumber informan yang terkait dalam penelitian.

H. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan
penulisan hasil penelitian ini, maka garis besar dapat digunakan sistematika
penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari subbab-subbab
berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan teoritik tentang apa itu penyidikan
dalam ranah Hukum Pidana dan Peraturan Hukum yang terkait dengan dunia
penyidikankasus tindak pidana narkotika.

Bab ketiga, merupakan tinjauan umum lapangan yang akan diteliti yaitu

di Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY.

2Ipid., him. 253.
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Bab keempat, menjelaskan pembahasan dan analisa yang dikemukakan
tentang bagaimana upaya penyidikan dalam menangani kasus tindak pidana
narkotika.

Bab kelima, adalah penutupan yang beris tentang kesimpulan dari
keseluruhan pembahasan yang diuraikan mulai dari bab pertama hingga bab

keempat dan yang terakhir ialah saran dan masukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis tentang bagaimna upaya penyidik dalam
menangani kasus tindak pidana narkotika oleh Ditserse Narkoba Polda DIY
disimpulkan sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan oleh Ditres Narkoba Polda DIY untuk
menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkoba adalah melalui cara
sebagai berikut :

a) Melalui upaya pencegahan (upaya preventif) melalui kegiatan antara
lain dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan
olen Satuan Narkoba bekerjasama dengan Instansi-instansi, kegiatan
pemberian brosur yang dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan dan
pembinaan Narkotika dilaksanakan, mengadakan pengawasan di
tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan
narkotika, dan melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara
berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya
penyalahgunaan narkotika,

Ditres Narkoba mengadakan operasi-operasi baik yang bersifat rutin

maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin dilaksanakan

setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat

yang rawan terjadiya penyalahgunaan Narkotika.
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b) Melalui upaya penanggulangan Narkotika yaitu : upaya represif yang
ada hubungannya dengan tindakan tegas Polisi dalam menghadapi suatu
pelanggaran maupun kejahatan dengan bekerjasama dengan instansi-
instansi yang bisa membantu dalam penyidikan oleh penyidik Ditres

Narkoba Polda DIY.

Saran

Setelah mengadakan penelitian di Ditres narkoba Polda DIY, maka ada
beberapa saran berbagai alternatif pemecahan masalah dalam usahanya
menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta
yaitu
1. Bagi Ditres Narkoba Polda DIY:

a. Hendaknya polisi atau penyidik dalam menjalankan tugasnya
menggunakan teknik pemberantasan yang lebih efektif misalnya dengan
meningkatkan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat.

b. Hendaknya polisi perlu pembenahan diri supaya citra polisi di mata
masyarakat itu baik.

2. Bagi Masyarakat:

a. Perlunya meningkatkan kerjasama antara masyarakat dengan pihak
Kepolisian NKRI dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di
Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Masyarakat hendaknya meningkatkan kepedulian sosial terhadap

lingkungan sekitar.
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